LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan motivasi
kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah dalam
melaksanakan tata kelola pengadaan yang baik serta
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang
telah berkontribusi positif serta berinovasi untuk
mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Penerima Penghargaan pada Rapat
Koordinasi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
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2. Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
PENGADAAN BARANG /JASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kriteria penilaian penghargaan pada kategori
berikut:

a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Berprestasi Tahun 2024;

b. UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Nilai Indeks
Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tertinggi;

c. UKPBJ Proaktif dengan Capaian Produk Dalam Negeri
(PDN) Tertinggi;

d. UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil
(UMK) Tertinggi;

e. Booth Terfavorit (Swargaloka Metaverse Pengadaan)
pada rangkaian acara Virtual Expo Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2024;

f. Peserta Terbaik (Arjuna dan Srikandi Metaverse
Pengadaan) pada rangkaian acara Virtual Expo Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa Tahun 2024;

g. Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik;

h. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa  (LPPBJ) Penyelenggara  Pelatihan

Fungsional dan Okupasi Terbaik; dan
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i. Pelaksana Uji Kompetensi Fungsional dan Okupasi

Pengadaan Barang/Jasa Terbaik.

KEDUA : Menetapkan penerima penghargaan pada kategori berikut:

a. Kepala UKPBJ dan Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Berprestasi Tahun 2024;

b. UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Nilai ITKP
Tertinggi;

c. UKPBJ Proaktif dengan Capaian PDN Tertinggi;

d. UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMK Tertinggi;

e. Booth Terfavorit (Swargaloka Metaverse Pengadaan)
pada rangkaian acara Virtual Expo Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2024;

f. Peserta Terbaik (Arjuna dan Srikandi Metaverse
Pengadaan) pada rangkaian acara Virtual Expo Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa Tahun 2024;

g. Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik;

h. LPPBJ Penyelenggara Pelatihan Fungsional dan
Okupasi Terbaik; dan

i. Pelaksana Uji Kompetensi Fungsional dan Okupasi

Pengadaan Barang/Jasa Terbaik.

KETIGA : Penetapan kriteria penilaian penghargaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan penerima penghargaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2024
Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd
IWAN HERNIWAN
~Salinan sesuai dengan aslinya

Pt Kepbala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumpel Daya Manusia,

'l

~ ;’Rihélld' Morintoh
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LAMPIRAN I :  KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN
PADA RAPAT KOORDINASI
SUMBER DAYA MANUSIA

DAN KELEMBAGAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2024

NOMOR : 266 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Oktober 2024

KRITERIA PENILATAN PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2024

. KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DAN
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
BERPRESTASI TAHUN 2024

Kriteria Penilaian mengacu pada Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berprestasi

Tahun 2024.

. UKPBJ PROAKTIF DENGAN KETERISIAN PEJABAT FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN NILAI INDEKS TATA
KELOLA PENGADAAN (ITKP) TERTINGGI

N Kategori Kriteria Penilaian
o.
Penghargaan
1. UKPBJ
1. Kementerian ) )
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
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Kategori Kriteria Penilaian
e- Penghargaan
Daerah yang telah mencapai tingkat
2. Lembaga Proaktif:
2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah
3 Pemerintah Daerah dengan tingkat keterisian Sumber
Provinsi Daya Manusia Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4 Pemerintah tertinggi;
Kabupaten 3. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Sementara Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah Tahun 2024 tertinggi;
5. Pemerintah Kota dan
4. Data pada angka 1, 2, dan 3 merupakan
data per 30 September 2024.

C. UKPBJ PROAKTIF DENGAN CAPAIAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)
TERTINGGI

N Kategori Kriteria Penilaian
o.
Penghargaan
1 Kementerian 1. UKPBJ Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah yang telah mencapai
tingkat Proaktif dan memiliki Sumber
2. Lembaga Daya Manusia Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Pemerintah 2. Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
3. Provinsi Daerah dengan persentase realisasi
transaksi PDN tertinggi; dan
. 3. Data pada angka 1 dan 2 merupakan data
Pemerintah
4. per 30 September 2024.
Kabupaten
5. Pemerintah Kota

jdih.lIkpp.go.id




_7 -

D. UKPBJ PROAKTIF DENGAN CAPAIAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
TERTINGGI

N Kategori Kriteria Penilaian
o.
Penghargaan
1 Kementerian 1. UKPBJ Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah yang telah mencapai
tingkat Proaktif dan memiliki Sumber
2. Lembaga Daya Manusia Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Pemerintah 2. Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
3. Provinsi Daerah dengan persentase realisasi
transaksi UMK tertinggi; dan
. 3. Data pada angka 1 dan 2 merupakan data
Pemerintah
4. per 30 September 2024.
Kabupaten
5. Pemerintah Kota

E. BOOTH TERFAVORIT (SWARGALOKA METAVERSE PENGADAAN) PADA
RANGKAIAN ACARA VIRTUAL EXPO SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2024

No. Kategori Penghargaan Kriteria Penilaian

1. | Kementerian /Lembaga/ | Pengelola Booth Virtual Expo
Pemerintah Provinsi/ [ Sumber Daya Manusia dan
Pemerintah Kabupaten/ | Kelembagaan Pengadaan

Pemerintah Kota peserta | Barang/Jasa Tahun 2024 dengan
rangkaian Virtual Expo Sumber | jumlah kunjungan terbanyak
Daya Manusia dan | sampai dengan tanggal 4 Oktober
Kelembagaan Pengadaan | 2024.

Barang/Jasa Tahun 2024
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F. PESERTA TERBAIK (ARJUNA DAN SRIKANDI METAVERSE PENGADAAN)
PADA RANGKAIAN ACARA VIRTUAL EXPO SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2024

No.

Kategori Penghargaan

Kriteria Penilaian

Peserta rangkaian acara Virtual
Expo Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Pengadaan

Barang/Jasa Tahun 2024

Peserta dengan poin akumulasi
terbanyak di Virtual Expo Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa Tahun

2024 sampai dengan tanggal 4

Oktober 2024.

G. MENTOR KEMATANGAN UKPBJ TERBAIK

Kategori Bobot
No. Kriteria Penilaian
Penghargaan Penilaian
1. Kementerian/ Kesesuaian laporan pelaksanaan 20%
Lembaga/ dengan rencana aksi
Pemerintah
o Kelengkapan dokumentasi 15%
Provinsi
laporan pelaksanaan
Keabsahan dokumentasi laporan 5%
pelaksanaan
Peningkatan Kematangan UKPBJ 35%
di wilayah target Mentor
Peningkatan Jumlah UKPBJ 20%
Proaktif di wilayah target Mentor
dengan nilai kematangan 8/9
dan 9/9
Jumlah UKPBJ Proaktif di 5%
wilayah target Mentor dengan
nilai kematangan 8/9 dan 9/9
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H. LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
(LPPBJ) PENYELENGGARA PELATIHAN FUNGSIONAL DAN OKUPASI
TERBAIK

No.

Kategori Penghargaan

Kriteria Penilaian

LPPBJ
Pelatihan  Fungsional

Okupasi Terbaik

Penyelenggara

dan

1. Indeks Peserta

(IKP).

Kepuasan

2. Jumlah Peserta.

3. Proposal (untuk LPPBJ

Swasta).

Formula Perhitungan:
Pemerintah:
Jumlah Peserta X IKP
6000

Swasta:
Jumlah Peserta X IKP + Bobot
Proposal

6000

Keterangan:

a. 6000: Nilai Maksimal Pusat
Pelatihan Sumber Daya
Manusia Pengadaan
Barang/Jasa

b. Bobot Proposal:

10% (Memenuhi)
0% (Tidak Memenuhi)
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PELAKSANA UJI KOMPETENSI FUNGSIONAL
PENGADAAN BARANG /JASA TERBAIK

DAN OKUPASI

No.| Kategori Penghargaan Kriteria Penilaian

Bobot Penilaian

1. | Pelaksana Uji| 1. Persentase
Kompetensi Fungsional Kelulusan

Dan Okupasi Pengadaan

50%

i 2. Jumlah Peserta
Barang/Jasa Terbaik

50%

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA

PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN
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LAMPIRAN II

TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN
PADA RAPAT KOORDINASI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2024

266 TAHUN 2024

10 Oktober 2024

PENERIMA PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. KEPALA  UKPBJ
PENGADAAN BARANG/JASA BERPRESTASI TAHUN 2024

TAHUN 2024

DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA

No. Nama Instansi Kategori
1. | Zulvia Dwi Kementerian Kesehatan [Kepala UKPBJ
Kurnaini Kementerian/Lembaga
2. | Edy Gunawan | Kementerian Keuangan [Kepala UKPBJ
Kementerian/Lembaga
3. | Aman Riyadi Kementerian = Hukum |[Kepala UKPBJ
dan Hak Asasi Manusia |[Kementerian/Lembaga
4. | Debora D. Pemerintah Provinsi |[Kepala UKPBJ
Salosa Papua Pemerintah Provinsi
5. | Kasman Pemerintah Provinsi |[Kepala UKPBJ
Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi
6. | Khaeruddin Pemerintah Provinsi |[Kepala UKPBJ
Sulawesi Tenggara Pemerintah Provinsi
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No. Nama Instansi Kategori

7. |A. Heru Pemerintah Kabupaten |[Kepala UKPBJ
Sulaksono Madiun Pemerintah Kabupaten

8. | Mahyuni Pemerintah Kabupaten |[Kepala UKPBJ

Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kabupaten

9. | Kristanti Pemerintah Kabupaten |[Kepala UKPBJ

Wahyuni Garut Pemerintah Kabupaten

10. | Oktaferizal Kementerian Pekerjaan [Pejabat Fungsional

Lubis Umum dan Perumahan |Pengelola = Pengadaan
Rakyat Barang/Jasa

Kementerian/Lembaga

11. | Anggara Kementerian = Hukum [Pejabat Fungsional
Rawijayadi dan Hak Asasi Manusia |Pengelola = Pengadaan
Barang/Jasa

Kementerian/Lembaga

12. [ Muslim Arifin | Pemerintah Provinsi |Pejabat Fungsional
Daerah Istimewa [Pengelola  Pengadaan
Yogyakarta Barang/Jasa

Pemerintah Provinsi

B. UKPBJ PROAKTIF DENGAN KETERISIAN PEJABAT FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN NILAI ITKP TERTINGGI

No. Instansi Kategori

1. Kementerian Hukum dan Hak | Kementerian

Asasi Manusia

2. |Badan Pengawasan Keuangan | Lembaga

dan Pembangunan

3. Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Provinsi
4. | Pemerintah Kabupaten | Pemerintah Kabupaten
Jembrana
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No.

Instansi

Kategori

Pemerintah Kota Denpasar

Pemerintah Kota

C. UKPBJ PROAKTIF DENGAN CAPAIAN PRODUK DALAM NEGERI PDN
TERTINGGI

No.

Instansi

Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Kementerian

2. |Badan Kependudukan dan |Lembaga
Keluarga Berencana Nasional
3. | Pemerintah Provinsi Kalimantan | Pemerintah Provinsi
Tengah
4. | Pemerintah Kabupaten Paser Pemerintah Kabupaten
5. | Pemerintah Kota Tarakan Pemerintah Kota

D. UKPBJ PROAKTIF DENGAN CAPAIAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
TERTINGGI

No.

Instansi

Kategori

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

Kementerian

2. | Badan Siber dan Sandi Negara |Lembaga

3. | Pemerintah Provinsi Kepulauan | Pemerintah Provinsi
Riau

4. | Pemerintah Kabupaten Ogan |Pemerintah Kabupaten
Komering Ulu

5. | Pemerintah Kota Tarakan Pemerintah Kota
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E. BOOTH TERFAVORIT (SWARGALOKA METAVERSE PENGADAAN) PADA
RANGKAIAN ACARA VIRTUAL EXPO SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2024

No. Instansi
1. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. | Kementerian Keuangan

3. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

F. PESERTA TERBAIK (ARJUNA DAN SRIKANDI METAVERSE
PENGADAAN) PADA RANGKAIAN ACARA VIRTUAL EXPO SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN
2024

No. Nama Instansi

1. Achmad Revani Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan

2. Faridah Triani Budi Utami Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan

3. | Yanes Boy Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat

4. | Agustinus A Manwo Banaweng Pemerintah

Kabupaten Belu

G. MENTOR KEMATANGAN UKPBJ TERBAIK

No. Nama

1. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

2. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
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H. LPPBJ PENYELENGGARA PELATIHAN FUNGSIONAL DAN OKUPASI
TERBAIK

No. Instansi
PEMERINTAH
1. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat

2. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara

3. |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Jawa Tengah

SWASTA

1. |Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Ikatan Ahli

Pengadaan Indonesia

2. |Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional

3. | Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Andalas Institut
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PELAKSANA UJI KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN OKUPASI
PENGADAAN BARANG /JASA TERBAIK

No. Instansi

1. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

2. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa

Tengah

3. | Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian

Kelautan dan Perikanan

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN
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